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BUPATI KULON PROGO 

 

 

 
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  

TAHUN 2017 
 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama     : dr. HASTO WARDOYO, SpOG (K) 

Jabatan  : BUPATI KULON PROGO 

 
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian 

ini,  dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

 
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab kami. 

 

Wates,    28 September    2017 

 

BUPATI KULON PROGO 

 
dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K) 

 



PERJANJIAN  KINERJA  

 

INSTANSI  : PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

TAHUN   : 2017 

No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target  Sumber data 

1 2 3 4 5 6 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan 

masyarakat 

Rata-rata lama sekolah Tahun 8,56 BPS 

Harapan Lama Sekolah Tahun 14.01 Dinas Pendidikan 

Angka Melek Huruf % 96,62 Dinas Pendidikan 

2. Meningkatnya derajat kesehatan 

masyarakat 

Angka Harapan Hidup Tahun 74,96 BPS 

Angka Kematian Ibu Per 100.000 

kelahiran hidup 

56,26 Dinas Kesehatan 

Angka Kematian Bayi Per 1000 

kelahiran hidup 

8,86 Dinas Kesehatan 

3. Meningkatnya pelestarian/ 

pengembangan budaya dan prestasi 

generasi muda 

Capaian pelestarian dan pengembangan seni 

budaya daerah 

Persen 72,41 Dinas Kebudayaan 

Capaian prestasi generasi muda Persen  25,33 Dinas Pendidikan 

Pemuda dan 

Olahraga 

4. Meningkatnya pendapatan masyarakat Pendapatan Perkapita Penduduk Juta rupiah 16,39 BPS 

Angka Pengangguran Terbuka Persen  3,2 BPS 

5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

(AKIP) 

Nilai BB Kemenpan 

Opini BPK Opini  WTP BPK 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 7,15 Bagian Organisasi 

Cakupan penegakan peraturan daerah dan 

penanganan konflik sosial 

Persen  76,89 Satuan Pol PP 

6. Meningkatnya pelayanan infrastruktur 

dan transportasi 

Indeks Pembangunan Infrastruktur Nilai  67,57 Dinas Pekerjaan 

Umum dan Dinas 

Perhubungan 

  



No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Target Sumber data 

1 2 3 4 5 6 

7. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya 

alam secara berkelanjutan 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 62,90 Dinas Lingkungan 

Hidup 

Persentase kesesuaian ruang Persen  87,24 Dinas Lingkungan 

Hidup 

 

 

NO. PROGRAM ANGGARAN 

1 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 1.689.175.450,00  

2 Program Pembinaan Sekolah Dasar 24.131.131.916,00  

3 Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 13.538.187.325,00  

4 Program Pembinaan Ketenagaan 13.132.764.935,00  

5 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.948.576.250,00  

6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 732.079.450,00  

7 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 50.167.753.400,00  

8 Program Peningkatan sumber Daya Kesehatan 18.807.674.950,00  

9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 91.291.569.000,00  

10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 15.482.187.808,00  

11 Program Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitasi Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 1.059.650.100,00  

12 Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga 1.805.685.975,00  

13 Program Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial 2.395.910.450,00  

14 Program Perlindungan Ketenagakerjaan 163.250.000,00  

15 Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja 2.083.244.950,00  

16 Program Pemberdayaan Penyuluhan 736.908.480,00  

17 Program Ketahanan Pangan Daerah 1.208.417.250,00  

18 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 1.961.929.300,00  

19 Program Pengelolaan Database dan Sistem Informasi Pertanahan 57.783.800,00  

20 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.020.451.350,00  

21 Program Administrasi Pencatatan Sipil 571.373.350,00  

22 Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat 639.261.675,00  



23 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 390.907.600,00  

24 Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan 1.646.504.325,00  

25 Program Peningkatan Keselamatan Transportasi 4.978.832.346,00  

26 Program Pengembangan Komunikasi Informatika dan Media Massa 2.293.607.000,00  

27 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM 161.713.800,00  

28 Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM 1.058.450.000,00  

29 Peningkatan Legalitas Produk KUMKM 19.750.000,00  

30 Pengembangan Usaha KUMKM 986.200.000,00  

31 Program Pengembangan Permodalan KUMKM 66.756.300,00  

32 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 305.294.000,00  

33 Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi 95.657.400,00  

34 Program Pelayanan Investasi 337.194.500,00  

35 Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional 31.899.940.046,00  

36 Program Pengembangan Usaha Perdagangan 1.735.515.275,00  

37 Program Pengembangan Industri 2.078.907.675,00  

38 Program Penempatan  Transmigrasi 223.286.600,00  

39 Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 1.303.121.725,00  

40 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 2.904.791.400,00  

41 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan 1.591.700.550,00  

42 Program Peningkatan Daya saing Produk Kelautan Perikanan 457.297.575,00  

43 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan 5.214.452.075,00  

44 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Holtikultura 1.699.849.150,00  

45 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan 406.139.400,00  

46 Program Peningkatan Produksi dan pemasaran Hasil Peternakan 7.138.285.810,00  

47 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 462.075.725,00  

48 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 240.653.100,00  

49 Program Pengelolaan Persandian 20.000.000,00  

50 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 393.206.550,00  

51 Program Peningkatan Pemasaran Wisata 459.103.000,00  

52 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata 4.953.625.550,00  

53 Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata 345.797.200,00  

54 Program Pengembangan Nilai Budaya 518.533.850,00  

55 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 350.099.300,00  



56 Program Pengembangan Budaya Baca 555.624.875,00  

57 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.328.410.900,00  

58 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 485.234.450,00  

59 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 743.977.150,00  

60 Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 2.875.049.450,00  

61 Program Penataan dan Penguatan Organisasi 281.236.400,00  

62 Program Pelayanan Bantuan Hukum 276.864.500,00  

63 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah 420.951.025,00  

64 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa 881.652.700,00  

65 Program Peningkatan BUMD, BUM Desa dan lembaga keuangan 172.733.325,00  

66 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 263.099.700,00  

67 Program Pembentukan Peraturan Daerah 7.329.359.100,00  

68 Program Penganggaraan Pembangunan Daerah 2.890.567.475,00  

69 Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah 4.929.936.550,00  

70 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 671.790.800,00  

71 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 22.988.800,00  

72 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 1.940.096.575,00  

73 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan 908.899.525,00  

74 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 1.285.642.650,00  

75 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 379.786.350,00  

76 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.903.090.575,00  

77 Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan 514.929.950,00  

78 Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 336.031.525,00  

79 Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan 224.043.925,00  

80 Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 1.826.199.000,00  

81 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 477.158.250,00  

82 Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah 310.735.725,00  

83 Program Pendayagunaan Aparatur 220.432.200,00  

84 Program Pengembangan Aparatur 3.740.787.836,00  

85 Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur 601.065.050,00  

86 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 114.434.318.601,65  

87 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1.447.156.400,00  

88 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air 20.964.116.018,00  



89 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum 9.634.862.975,00  

90 Program Pembangunan Pengembangan Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi 1.371.835.450,00  

91 Program Pembinaaan dan Pengendalian Jasa Konstruksi 213.215.800,00  

92 Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 5.873.960.680,00  

93 Program Perencanaan Tata Ruang 1.310.550.000,00  

94 Program Pembinaan Tata Ruang 26.859.325,00  

95 Program Pelaksanaan Tata Ruang 231.199.550,00  

96 Program Pengelolaan Database dan Sistem Informasi Tata Ruang 85.128.600,00  

97 Program Lingkungan Sehat Permukiman dan Pengembangan Perumahan 23.910.217.500,00  

98 Program Pembangunan Infrasturktur Perkotaan 2.913.766.200,00  

99 Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup 662.911.300,00  

100 Program Penataan dan Pengendalian Pencemaran 1.110.720.800,00  

101 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat 1.200.143.075,00  

102 Program peningkatan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat 1.531.722.350,00  

103 Program Penanggulangan Bencana 14.759.839.475,00  

 

Wates,    28 September    2017 

 
BUPATI KULON PROGO 

 
dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K) 

 

 

 

 


